SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor
903/17.533/201/2018 tentang Pagu Anggaran Definitif
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota
Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;

. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengan Nomor

900/0005595 tentang Pengalokasian Sharing Bantuan
Keuangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga kerja dan

Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 475/207
tentang Sharing Anggaran Pembangunan RTJK dan SAB
dengan Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Program
Transmigrasi Tahun 2019;

. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga kerja dan

Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Nomor
470/161/2019 tentang Bantuan Keuangan Untuk Kegiatan
Ketransmigrasian;

. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga kerja

Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 595/0079 tentang
Pelaksanaan Transmigrasi melalui Sharing Anggaran Tahun
2019;

bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah
Kota Yogyakarta Nomor : 910/027 tentang Kesiapan Anggaran
Sharing;

. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara

Nomor 188.44/K.131/2019 tentang Alokasi Anggaran



Mengingat

. 1.

Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten/Kota se Provinsi
Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2019 Romawi IV angka 26, maka
program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang
bersifat earmark, DBH-SDA tambahan minyak bumi dan gas
bumi dalam rangka otonomi khusus, DBH-DR, DAK dan /
atau DAK tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana
Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua
Barat, Dana Keistimiweaan DIY, Dana Darurat, Bantuan
Keuangan Khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan
darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup
tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahuan
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau
disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak
melakukan Perubahan APBD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dengan huruf h, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan
Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



10.

11.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45750);

Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bulungan tahun 2011 Nomor 1;

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA

ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 42 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 42 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 45) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, semula
berjumlah Rp. 1.251.955.327.565,78 bertambah sejumlah Rp.32.264.000.000,00
sehingga menjadi Rp. 1.284.219.327.565,78 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula Rp. 1.151.955.327.565,78
b Bertambah/(Berkurang) Rp. 32.264.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.184.219.327.565,78
2. Belanja :
a. Semula Rp.1.251.955.327.565,78
b Bertambah/(Berkurang) Rp. 32.264.000.000.00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.284.219.327.565.78
Surplus/(Defisit) setelah perubahan ((Rp. 100.000.000.000,00)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan:
1) Semula Rp.100.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 100.000.000.000,00
b. Pengeluaran :
1) Semula Rp. NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. NIHIL

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. NIHIL



Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. NIHIL

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan “perubahan” diantara kata
Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menyisipkan “perubahan” diantara kata
Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan Kketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

aslinya
Kepala Hukum,

7/

JOTAM L. LLATA,SH.,MM
Pembina TK.1 / IV.b
NIP. 19630506 199203 1
009

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Maret 2019

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 9



